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WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR19 TAHUN2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAPERATURANDAERAHKOTABANJARBARU
NOMOR5 TAHUN2013 TENTANGPAJAKSARANGBURUNGWALET

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli
daerah melalui sektor Pajak Sarang Burung Walet maka
perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan Pajak Sarang
Burung Walet;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22
ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat
(3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan petunjuk
pe1aksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Petunjuk
Pe1aksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5217);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013
tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANWALIKOTATENTANGPETUNJUK PELAKSANA
PERATURANDAERAHKOTABANJARBARUNOMOR5 TAHUN
2013 TENTANGPAJAKSARANGBURUNGWALET.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai un sur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPDadalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
BPPRD adalah unsur pe1aksana urusan pemerintahan di bidang
Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah
Kota Banjarbaru.

6. Kepala Badan .adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidangPengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.
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7. Instansi yang terkait adalah Satuan Polisi Parnong Praja yang merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentrarnan dan
ketertiban umum serta menengakkan Peraturan Daerah.

8. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengarnbilan
darr/atau pengusahaan sarang burung walet.

9. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia marina, collocalia esculania, dan collocalia Iinchi.

10.Sarang burung wallet adalah hasil produksi burung wallet yang berfungsi
sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetaskan anakan
burung wallet.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.

12.Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengarnbilan dan Iatau pengusahaan sarang burung walet.

13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

14.Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan Iatau mengusahakan sarang burung walet.

15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna
dengan tahun kalender.

16.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalarn masa pajak, dalarn tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

17.Pengarnbilan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan Sarang
Burung Walet yang berasal dari Burung Walet diluar habitat alami yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

18.Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanfaatan Sarang
Burung Walet yang berasal dari pengusahaan Burung Walet yang
dilakukan oleh pribadi atau badan.

19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan Iatau pembayaran pajak, objek pajak darr/ atau bukan
objek pajak, dan Iatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPDadalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehWalikota.
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23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLBadalah surat ketetapan pajak yangmenentukanjumlah kelebihan
pembayaranpajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27.Surat TagihanPajakDaerahyang selanjutnyadisingkatSTPDadalah surat
untuk melakukan tagihan pajak danj atau sanksi administratif berupa
bunga danj atau denda.

28.Surat Keputusan Pembetulanadalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung danj atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat KetetapanPajak Daerah KurangBayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
TagihanPajakDaerah, Surat KeputusanPembetulanatau Surat Keputusan
Keberatan.

29.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat PemberitahuanPajak Surat KetetapanPajakDaerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutanolehpihak ketigayangdiajukanWajibPajak.

30.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat KeputusanKeberatanyangdiajukanolehWajibPajak.

31.Pembukuanadalah suatu proses pencatatan yangdilakukan secara teratur
untuk mengumpulkandata dan informasikeuangan yang meliputi harta,
kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahanbarang atau jasa, yang ditutup denganmenyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periodeTahun Pajak
tersebut.

32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, danjatau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakandaerah danj atau tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakandaerah.

33. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
tambahan penghasilanyang diberikansebagaipenghargaansebagaikinerja
tertentu dalarn melaksanakanpemungutanpajak daerah.
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BABII
MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP

Pasal2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mengoptimalkan
pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Walikota terdiri dari :

a. pendataan, pendaftaran dan pelaporan objek Pajak Sarang Burung Walet;
b. dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan Pajak Sarang Burung Walet;

c. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD serta penerbitan SKPDKB,
SKPDKBTdan SKPDN;

d. surat tagihan pajak daerah;
e. masa Pajak Sarang Burung Walet;

f. tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan
pembayaran dan penagihan;

g. pengurangan Pajak Sarang Burung Walet;
h. tata cara penghapusan dan pengurangan sanksi administratif dan

pembetulan, pembatalan atau pengurangan ketetapan Pajak Sarang
Burung Walet;

1. kedaluwarsa penagihan pajak dan tata cara penghapusan piutang Pajak
Sarang Burung Walet yang sudah kedaluwarsa;

J. pembukuan dan pemeriksaan;
k. insentif pemungutan;
1. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; dan

m. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

BABIII

PENDATAAN,PEDAFTARANDANPELAPORANOBJEK
PAJAKSARANGBURUNGWALET

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal4

(1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan
memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang
melakukan kegiatan pengambilan danl atau pengusahaan sarang burung
walet.

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan Zatau
pengusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya.
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(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang
atau badan selaku Subjek Pajak didaftarkan menjadi Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal5

(1) Pendaftaran Subjek Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan danjatau
pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan
yang melakukan kegiatan pengambilan danjatau pengusahaan Sarang
Burung Walet atau kuasanya dengan me1ampirkan :
a. fotocopi identitas diri;
b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan

disertai fotocopi identitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir
pendaftaran.

(4) Terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan
danjatau pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah mendaftarkan
atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang
bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BABIV

DASARPENGENAAN,TARIFDANCARAPENGHITUNGAN
PAJAKSARANGBURUNGWALET

Pasal6

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil Sarang
Burung Walet perkilogram.

(2) Nilaijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
jumlah volume Sarang Burung Walet yang dipanen dengan harga pasar.

(3) Tarif Pajak Sarang Burung Walet yang berasal dari hasil panen Sarang
Burung Walet pada habitat alami dan buatan adalah ditetapkan sebesar
5 % (lima perseratus).

(4) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Hasil pengenaan Pajak Sarang Burung Walet disetorkan ke Kas Daerah
atau melalui Bendahara Penerimaan BPPRO..
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BABV

TATACARAPENGISIANDANPENYAMPAIANSPTPDSERTA
PENERBITANSKPDKB,SKPDKBTDANSKPDN

Bagian Kesatu
Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 7

(1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPDdengan benar, je1as, lengkap dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan
kepada BPPRD.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil
sendiri oleh Wajib Pajak di kantor BPPRD danj'atau diperoleh melalui
petugas yang ditunjuk.

(3) SPTPDmemuat pelaporan nilai jual Sarang Burung Walet.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling
lama tanggal 15 (lima be1as) setiap bulan.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka
batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal8

(1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan teguran secara
tertulis oleh Kepala Badan.

(2) SPTPDdianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib
Pajak atau kuasanya.

Bagian Kedua
Penerbitan SKPDKB,SKPDKBTdan SKPDN

Pasal9

(1) Dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Sarang
Burung Walet, Kepala Badan dapat menerbitkan :

a. SKPDKBdalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil
pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Sarang Burung
Walet yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan
dalam jangka waktu tertentu dan setelah diberikan teguran secara
tertulis;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Sarang Burung
Walet yang terutang dihitung secara jabatan.



9

b. SKPDKBTjika telah diterbitkan SKPDKB,ditemukan data baru dan/ atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.

c. SKPDNjika jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sarna
besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet atau Pajak
Sarang Burung Walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalarn
SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 1 dan angka
2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Waletyang
kurang dibayaratau terlambat dibayaruntuk jangka waktu palinglama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang
BurungWalet.

(3) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalarn
SKPDKBTsebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah
kekurangan pajak sarang burung walet tersebut.

(4) Kenaikansebagaimanadimaksud pada ayat (3)tidak dikenakanjika Wajib
Pajakmelaporkansendiri sebelumdilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalarn SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
dari pokok Pajak Sarang Burung Walet ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak
Sarang Burung Waletyang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan dihitung sejak saat
terutangnya Pajak SarangBurungWalet.

BABVI
SURATTAGIHANPAJAKDAERAH

Pasal10

(1) KepalaBadan dapat menerbitkanSTPDjika :
a. pajak sarang burung walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPDterdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau

denda.
(2) Jumlah kekurangan PajakSarangBurungWaletyang terutang dalam STPD

sebagaimanadimaksudpada ayat (1)huruf a dan hurufb ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap
bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (limabelas) bulan sejak .saat
terutangnya PajakSarangBurungWalet.
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BABVII
MASAPAJAKSARANGBURUNGWALET

Pasal 11

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender dan menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet
yang terutang.

BABVIII
TATACARAPEMBAYARANDANPENYETORAN,ANGSURANDAN

PENUNDAANPEMBAYARANPAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal12

(1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas
Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPPRDdengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang berdasarkan SPfPD pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan.

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan Pajak Sarang Burung Walet dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(4) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka batas waktu
penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal13

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Sarang
Burung Walet terutang dilakukan sebagai berikut:

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun
menunda pembayaran Pajak Sarang Burung Walet harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan
yang jelas dan melampirkan fotocopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan
Putusan Banding yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian
utang Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun Pajak yang bersangkutan
dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB,SKPDlQ3T,STPD, dan
Putusan Banding yang diajukan permohonannya; .
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c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan
yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala
BidangPajakdan RetribusiDaerahBPPRD;

d. pemberian persetujuan pembayaran secara angsuran tidak menunda
kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Sarang
BurungWaletterutang dalammasa pajak berjalan;

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung
mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB,SKPDKBT,
STPD,dan Putusan Banding,kecualiditetapkan lain olehKepalaBadan;

f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang
disetujuiKepalaBadan dikenakanbunga sebesar 2% (duaperseratus);

g. perhitunganuntuk pembayaranangsuran adalah sebagaiberikut:
1.perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa

angsuran;
2.jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa

pajak yang belumatau akan diangsur denganpokokpajak angsuran;
3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak

terutang yang akan diangsur denganjumlah angsuran;
4. bunga adalah hasil perkalianantara jumlah sisa angsuran dengan bunga

sebesar 2% (duaperseratus);
5. besarnya jumlah yang hams dibayar tiap angsuran adalah pokokpajak

angsuran ditambah denganbunga sebesar 2 % (duaperseratus).
h. perhitunganuntuk penundaan pembayaranadalah sebagaiberikut:

1.perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Sarang
BurungWaletterutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga
2 % (dua perseratus) dengan jumlah Pajak Sarang Burung Walet
terutang yang ditunda;

2. besarnyajumlah yang hams dibayaradalah seluruh jumlah utang Pajak
Sarang BurungWaletyang ditunda ditambah denganjumlah bunga 2 %
(duaperseratus) sebulan;

3. penundaan pembayaran hams dilunasi sekaligus paling lambat pada
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat
diangsur.

i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan
pembayaranuntuk PajakSarangBurungWaletterutang yang sarna.

BABIX
PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal14

(1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
penguranganPajak SarangBurungWaletyang terutang.

(2) Besarnya pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang ditetapkan olehKepalaBadan.

(3) Pemberianpengurangan Pajak Sarang Burung Waletyang terutang paling
banyak 25%(duapuluh limaperseratus) dari besarnya pajak terutang.

(4) Tata cara pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang diatur sebagaiberikut :



12

a. permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
disampaikan Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Badan disertai
dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan
melampirkan fotocopi KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib
melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopi KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan Pajak
Sarang Burung Walet yang terutang;

c. apabila alasan permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet
yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan
pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;

d. apabila permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib
Pajak disertai alasan penolakannya;

e. keputusan pemberian pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang
terutang harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BABX

TATACARAPENGHAPUSANATAUPENGURANGANSANKSIADMINISTRATIF
DAN PEMBETULAN, PEMBATALANATAUPENGURANGANKETETAPAN

PAJAK SARANGBURUNG WALET

Bagian Kesatu
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal15

(1) Kepala Badan dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi
administratif berupa bunga atau kenaikan Pajak Sarang Burung Walet
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga atau
kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dilakukan terhadap
sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Kepala Badan dengan alas an yang jelas dengan
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa
bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD
untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan
sebagai dasar untuk memberikan keputusan;

d. keputusan pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus
rnemberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;
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f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana
dimaksud pada huruf e, KepalaBadan belum memberikan keputusan,
maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap
dikabulkan;

g. kepala badan menyampaikan laporan kepada Walikota terhadap
keputusan pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif.

(4) Terhadappermohonanyang ditolak,KepalaBadan:
a. memberitahukan kepadaWajibPajak disertai alasan penolakannya;
b.memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Sarang
Burung Waletyang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka
waktu palinglama 7 (tujuh)hari kerja.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan
alasan yang dapat diterima,KepalaBadan mengurangkan atau menghapus
sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD,
SKPDKBdan SKPDKBT.

(6)Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

BagianKedua
Pembetulan,Pembatalanatau Pengurangan

KetetapanPajakSarangBurungWalet

Pasal16

KepalaBadan berdasarkan permohonanWajibPajak atau karena jabatannya,
dapat membetulkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBTatau STPD, SKPDNatau
SKPDLByang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis danIatau
kesalahan hitung danj atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal17

KepalaBadan karena jabatannya atau berdasarkan permohonanWajibPajak
dapat:
a. membatalkan atau mengurangkan SKPD,SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,

SKPDNatau SKPDLByang tidak benar;
b. mengurangkanatau membatalkanSTPD;
c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Sarang Burung

Walet yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan.

Pasal18

(1) Pembatalan atau pengurangan Pajak Sarang Burung Waletyang terutang
atas dasar permohonanWajibPajakdiatur sebagaiberikut:
a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada KepalaBadan dalamjangka waktu 7 (tujuh)hari kerja
sejak diterbitkan SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,SKPDNatau SKPDLB.

b. surat permohonanwajibpajak sebagaimanadimaksud huruf b didukung
oleh fakta bam yangmeyakinkan.
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c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen
berupa fotocopi :
1. identitas diri yang sah/KTP dan Apabila dikuasakan wajib
melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima
kuasa;

2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan
permohonannya;

3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3) Pembatalan atau pengurangan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet
karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul
Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pertimbangan
keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal19

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak
dan Retribusi Daerah BPPRD untuk membahas pengurangan atau
pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan
melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan
ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD
dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan
Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD melakukan proses
penerbitan keputusan yang berupa keputusan pembatalan atau
pengurangan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet atau keputusan
penolakan pembatalan atau pengurangan ketetapan Pajak Sarang Burung
Walet.

Pasal20

Setelah diterbitkannya keputusan pembatalan atau pengurangan ketetapan
Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD
segera:
a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang lama

atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB;

b. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang
Burung Walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya keputusan.

BABXI

KEDALUWARSAPENAGIHANPAJAK DANTATACARAPENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK SARANGBURUNG WALET

YANGSUDAH KEDALUWARSA

Pasal21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Sarang Burung Walet menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana
di bidang Perpajakan Daerah.
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(2)Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Iatau Surat Paksa; dan Iatau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

(3)Dalam hal diterbitkan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, dapat diketahuinya dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal22

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Tatacara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur
sebagai berikut :

a. kepala badan menyampaikan laporan kepada Walikota terkait piutang
pajak yang sudah kedaluwarsa;

b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota
menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang
kedaluwarsa;

c. kepala badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang
pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah
lain yang terkait.

BABXII
PEMBUKUANDANPEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal23

(1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan ornzet paling sedikit
Rp.300.000.000,OO (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan.

(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut sebagai berikut :
a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan
saldo;

b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan
waktu;

c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempar/Iokasi
pengambilan danj atau pengusahaan Sarang Burung Walet, maka
pembukuan dilakukan secara terpisah;
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d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui
nilai jual Sarang Burung Walet yang menjadi dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet;

e. neraca;

f. laporan rugi laba perusahaan.

(3) Setiap Wajib P{ajak yang me1akukan usaha dengan ornzet dibawah
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan
rekapitulasi nilai jual Sarang Burung Walet yang dapat menjadi dasar
untuk menghitung besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.

(4) Rekapitulasi nilai jual Sarang Burung Walet oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud ayat (3),dengan cara sebagai berikut:

a. melakukan rekapitulasi terkait pendapatan atau penjualan Sarang
Burung Walet secara bruto atas kegiatan pengambilan dan Iatau
pengusahaan Sarang Burung Walet;

b. melakukan rekapitulasi secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
c. melakukan rekapitulasi secara terpisah apabila Wajib Pajak mempunyai

lebih dari 1 (satu) tempat/Iokasi pengambilan darr/ atau pengusahaan
Sarang Burung Walet;

d. menyiapkan dokumen lain yang dapat mendukung rekapitulasi sehingga
dapat diketahui nilai jual Sarang Burung Walet.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan
memperhatikan itikat baik dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan
danj atau pengusahaan Sarang Burung Walet sebenarnya.

Pasal24

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan
tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar
untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Sarang Burung Walet
yang terutang.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan pengambilan dan Iatau pengusahaan Sarang
Burung Walet dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima)tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal ZS

(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Badan
berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan Peraturan Daerah tentang pajak daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan
tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta
memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan
petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual Sarang
Burung Walet, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Sarang Burung
Walet yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan
ornzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
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(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Walikota berdasarkan
permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kota Banjarbaru
untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan
dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi
yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta
keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak
terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BABXIII
INSENTIFPEMUNGUTAN

Pasal26

(1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
a. kinerja BPPRD;
b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam
pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

c. pendapatan asli daerah.

d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap
triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3) Besarnya insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran berkenaan dari rencana penerimaan Pajak Sarang
Burung Walet dalam tahun anggaran berkenaan.

BABXIV
TATACARAPENGEMBALIANKELEBIHANPEMBAYARAN

Pasal27

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada
Kepala Badan.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
apabila:
a. pajak sarang burung walet yang dibayar temyata lebih besar dari yang

seharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran pajak sarang burung walet yang seharusnya

tidak terutang.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan :
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai
alasan yang jelas.

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi
identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.
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c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPfPD dan bukti pernbayaran
yang sah.

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilarnpiri surat kuasa
bermeterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil perneriksaan atau penelitian terhadap permohonan
pengembalian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dalarn jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterirnanya permohonan
pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Kepala
Badan harus memberikan keputusan dengan rnenerbitkan SKPDLB.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlarnpaui dan
Kepala Badan tidak rnernberikan suatu keputusan, permohonan
pengernbalian pernbayaran Pajak Sarang Burung Walet dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila Wajib Pajak mernpunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pernbayaran Pajak Sarang Burung Walet langsung diperhitungkan untuk
rnelunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlarnbatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal28

(1) Dalarn hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian
Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung
Walet.

(2) SP2D atas kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dibebankan
pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi
pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet tahun­
tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak
terduga.

BABXV
PELAKSANAAN,PEMBERDAYAAN,

PENGAWASANDANPENGENDALIAN

Pasal29

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang
Burung Walet ditugaskan kepada BPPRD.
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(2) Dalarn melaksanakan tugasnya BPPRDdapat bekerja sarna dengan Dinas
Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan, Satuan Polisi Parnong Praja, Kecarnatan
atau lembaga lain terkait.

BABXVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah KotaBanjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada t ggal14 .Agustus 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14Agustus 2018

SEKRETARlS DAERAH,

BERI ADAERAHKOTABANJARBARUTAHUN2018 NOMOR1~


